BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320

ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir, untuk dilakukan pembahasan guna
mendapat persetujuan bersama;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lebaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan ataseraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan



Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 5219);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21
tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 694);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 10);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun
2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan

BUPATI BALANGAN



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Balangan.

BAB II
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
memuat :

a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri

dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.



Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
tahun anggaran 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 957.043.829.462,89

b. Belanja Rp. 942.542.321.697,24
Surplus / Rp. 14.501.507.765,65)
(defisit)

c. Pembiayaan

Penerimaan Rp. 91.304.750.918,35

Pengeluaran Rp. 56.542.179.200,00

Pembiayaan Netto Rp. 34.762.571.718,35
Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
(Rp.68.961.877.636,11) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah Rp.1.026.005.707.099,00
perubahan

b. Realisasi Rp. 957.043.829.462,89
Selisih lebih / (kurang) Rp. (68.961.877.636,11)

2. Selisih  anggaran dengan  realisasi belanja  sejumlah (Rp.
118.077.204.549,76) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.1.060.619.526.247,00
b. Realisasi Rp. 942.606.700.291,00
Selisih lebih / (kurang) Rp. (118.077.204.549,76)

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / (defisit) sejumlah Rp
49.115.326.913,65 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/ (defisit) setelah perubahan  Rp. (34.613.819.148,00)
b. Realisasi Rp. 14.501.507.765,65
Selisih lebih/ (kurang) Rp. 49.115.326.913,65

4. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp.148.752.570,35 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan Rp. 91.155.998.348,00
pembiayaan setelah perubahan
b. Realisasi Rp. 91.304.750.918,35

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 148.752.570,35



S. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 56.542.179.200.00
setelah perubahan ' ' ' ' ’

b. Realisasi Rp. 56.542.179.200,00
Selisih lebih/ (kurang) Rp. 0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp148.752.570,35 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto setelah Rp. 34.613.819.148,00
perubahan
b. Realisasi Rp. 34.762.571.718,35
Selisih lebih/ (kurang) Rp. 148.752.570,35
Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 91.145.998.348,35

b. Penggunaan SAL sebagai Rp. (91.145.375.918,35)
Penerimaan Pembiayaan
Tahun Berjalan

c. Sisa Lebih/Kurang Rp. 49.264.079.484,00
Pembiayaan Anggaran
d. Koreksi Kesalahan Rp. (622.430,00)
Pembukuan Tahun
Sebelumnya
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 49.264.079.484,00
Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember
2015 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 1.655.701.401.278,75
b. Jumlah kewajiban Rp. 2.258.225.238,00
c. Jumlah ekuitas Rp. 1.653.443.176.040,75



Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 972.614.537.947,59

b. Beban Rp. 833.618.393.747,17

c. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp. 138.996.144.200,42

d. Pos Luar Biasa Rp. (233.607.855,00)

e. Surplus/Defisit — LO Rp. 138.762.536.345,42
Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2015 Rp. 90.546.192.528,35
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 305.159.856.111,65
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non Rp. (324.199.589.336,00)
keuangan
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (24.382.804.200,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 2.141.522.043,00
f. Arus kas akhir per 31 Desember 2015 Rp. 49.265.177.147,00
Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai
berikut :

a. Ekuitas awal Rp.2.082.101.805.269,18
b. Surplus/Defisit — LO Rp. 138.762.536.345,42
c. Dampak Kumulatif dari Perubahan Rp. (567.421.165.573,85)

Kebijakan/Kesalahan Mendasar
d. Ekuitas Akhir Rp.1.653.443.176.040,75

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
g untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 memuat
informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :



o0 o

Lampiran I
Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5
Lampiran 1.6
Lampiran 1.7

Lampiran 1.8
Lampiran 1.9

Lampiran 1.10
Lampiran I.11
Lampiran [.12
Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII

Laporan realisasi anggaran;

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Rincian laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan
aset tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan
aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan berikutnya;
Daftar dana cadangan daerah;

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah, dan
Daftar jumlah pegawai per golongan.

Laporan perubahan saldo anggaran lebih

Neraca

Laporan operasional

Laporan arus kas

Laporan perubahan ekuitas

Catatan atas laporan keuangan

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
terdiri dari :
laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan daerah ini.

a.

b.

Ketentuan

lebih

Pasal 13

mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015 diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB III
PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan.

Ditetapkan di Balangan
Pada tanggal 2016

BUPATI BALANGAN,

H. ANSHARUDDIN
Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH

H. RUSKARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 123 TAHUN 2016



